
 
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

PROVINSI LAMPUNG  
 

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 
 

NOMOR 51 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMUNGUTAN  

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara 

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 
1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), 

Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 

(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-

Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 
Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
SALINAN 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan 

Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

44); 

6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung 

Tahun 2024 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bandar Lampung. 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan 

pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan. 

10. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah 

dan perairan pedalaman. 

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi 

dan di bawah permukaan Bumi. 

12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 

diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau 

NJOP pengganti. 

16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

dengan ketentuan tertentu. 

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, 

penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai 

kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan pembayarannya. 

18. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang selanjutnya 

disingkat SSPD BPHTB adalah bukti pembayaran 
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atau penyetoran BPHTB yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Wali Kota. 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 

selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 

yang terutang kepada Wajib Pajak. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 

menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit Pajak. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya 

tidak terutang. 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 

atau SKPDLB. 

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap surat keputusan 

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat 

pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk 

penilaian tentang kebenaran penulisan dan 

penghitungannya. 

28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan menegur atau 
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memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang 

telah disita. 

29. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 

dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang- undangan perpajakan daerah. 

31. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya berdasarkan undang-undang. 

32. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya 
disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak 

atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 

33. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 

34. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana 
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

35. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan 

untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. 

36. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas 

prakarsa dan upaya masyarakat. 

BAB II 

DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN  

Pasal 2 

  (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan 

objek pajak. 

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat 

terjadinya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan dengan ketentuan: 

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; 
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b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, 
pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum 

lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan, penggabungan usaha, peleburan 
usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; 

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi 

kuasa oleh penerima waris mendaftarkan 
peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan 
untuk waris; 

d. pada tanggal putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk 

putusan hakim; 

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan 
pemberian hak untuk pemberian hak baru atas 

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan 
pemberian hak untuk pemberian hak baru di 

luar pelepasan hak; dan 

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang 

untuk lelang.  

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak 

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat 
terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat 

ditandatanganinya akta jual beli. 

(4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah di 

wilayah Daerah tempat dimana tanah dan/atau 

Bangunan berada. 

BAB III 

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BPHTB 

Pasal 3 

  (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB. 

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran 

berbasis elektronik. 

(3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik 

belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak 

dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas Perolehan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 

a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek 

pajak. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan 

perjanjian pengikatan jual beli sebelum 

ditandatanganinya akta jual beli yang 

mengakibatkan: 
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a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; 

atau 

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak 

wajib melakukan pembayaran kekurangan 
dimaksud. 

(6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b paling 

lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual 
beli. 

Pasal 4 

  (1) PPAT atau Notaris sesuai kewenangannya wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada 

Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta 

pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan; dan 

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan 

jual beli dan/atau akta jual beli atas Tanah 
dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya.  

(2) Dalam hal PPAT/Notaris melanggar kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 

sanksi administratif berupa:  

a. denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

untuk setiap pelanggaran kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 

dan/atau 

b. denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 
setiap laporan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf b.  

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang 

negara wajib:  

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada 

Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah 

lelang; dan 
b. melaporkan risalah lelang Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota 

paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang 

negara yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 5 

  (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat 

melakukan pendaftaran hak atas tanah atau 
pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib 

Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 
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(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 6 

  Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota 

dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB. 

BAB IV 

PENELITIAN SSPD BPHTB 

Pasal 7 

  (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:  

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam 
SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:  

1. dalam SPPT PBB-P2 atau bukti pembayaran 
PBB-P2 lainnya; dan 

2. pada basis data PBB-P2;  

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang 

dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP 

Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi 

yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan 
NJOP Bangunan per meter persegi pada basis 

data PBB-P2;  

d. kewajaran NPOP BPHTB yang disampaikan oleh 
Wajib Pajak dengan data lain berdasarkan data 
base nilai transaksi, atau data nilai pasar; 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi 
nilai perolehan objek pajak, NJOP, nilai 

perolehan objek pajak tidak kena pajak, tarif, 

pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB 

terutang atau yang harus dibayar;  

f. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, 

termasuk besarnya pengurangan yang dihitung 

sendiri; dan 

g. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang 

dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk 
kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR.  

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf  e meliputi perolehan hak karena waris 

dan hibah wasiat.  

(3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 

(satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap 

SSPD BPHTB. 



- 9 - 

 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak 
yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak 

terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih 

kekurangan tersebut. 

BAB V 

PENAGIHAN ATAS KURANG BAYAR BPHTB 

Pasal 8 

  (1) Selisih Pajak yang kurang dibayar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditagih dengan 

menggunakan SKPDKB. 

(2) Apabila ditemukan data baru dan/atau data yang 

semula belum terungkap dan menyebabkan 

penambahan BPHTB yang terutang setelah 

diterbitkannya SKPDKB, Kepala Bapenda 

menerbitkan SKPDKBT. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jumlah 
BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah 

kredit BPHTB atau BPHTB tidak terutang atau tidak 

ada kredit BPHTB, Kepala Bapenda menerbitkan 

SKPDN. 

Pasal 9 

  Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat 

kelebihan pembayaran BPHTB, Kepala Bapenda 

menerbitkan SKPDLB. 

Pasal 10 

  (1) Jumlah kekurangan BPHTB yang terutang dalam 

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8    

ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar l,8% (satu koma delapan persen) per bulan 

dari BPHTB yang kurang atau terlambat dibayar, 

dihitung sejak saat terutangnya BPHTB sampai 
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Jumlah kekurangan BPHTB yang terutang dalam 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8  
ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan BPHTB yang terutang dalam SKPDKBT. 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterbitkan. 
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BAB VI 

KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kesatu 

Keberatan 

Pasal 11 

  (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali 

Kota terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau 

SKPDN. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia 

dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang 

berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan 

disertai alasan yang jelas.  

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 

a. bencana alam;  

b. kebakaran;  

c. kerusuhan massal atau huru-hara;  

d. wabah penyakit; dan/atau  

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali 

Kota. 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 

membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, atau SKPDN paling sedikit sejumlah yang 

telah disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),      

ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat 

keberatan. 

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui 

pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau 

tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan 
Wali Kota kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti 

penerimaan surat keberatan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, 

jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 

tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 
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Pasal 12 

  (1) Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan 

yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).  

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melakukan 

Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan  dalam jangka waktu paling lama 

12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan 
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11   

ayat (7). 

(4) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa: 

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak 
yang Terutang menurut Wajib Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama 

dengan Pajak yang terutang menurut Wajib 
Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan 

hasil Penelitian sama dengan Pajak yang 
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang 

diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau 

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang 
Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan 

hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang 

terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang 

diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) Wali Kota tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap diterima. 

Pasal 13 

  (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 

Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan 

dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan 

keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 
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Bagian Kedua 

Banding 

Pasal 14 

  (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat 

Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan 

dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.   

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.  

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Putusan Banding.  

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 15 

  (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian 

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BPHTB 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan 

dihitung dari BPHTB yang lebih dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (3) tidak dikenakan. 

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh 

persen) dari jumlah BPHTB berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan BPHTB yang telah dibayar 

sebelum mengajukan keberatan. 

BAB VII 
PEMERIKSAAN 

Pasal 16 

  (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-udangan mengenai Pajak. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam hal: 
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a. menindaklanjuti pengajuan kelebihan 

pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; 

b. menindaklanjuti pengajuan keberatan dari Wajib 

Pajak; 

c. menindaklanjuti permohonan pemberian insentif 

fiskal; dan/atau 

d. menindaklanjuti permohonan pembetulan dan 

pembatalan surat ketetapan. 

Pasal 17 

  (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 Wajib Pajak yang diperiksa 
berkewajiban untuk: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasar, dan  
dokumen lain yang berhubungan dengan objek 

Pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki 
tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan 

memberikan bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan; dan/atau 
c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 Wajib Pajak yang diperiksa 
berhak paling sedikit: 

a. meminta identitas dan bukti penugasan 

Pemeriksaan kepada pemeriksa; 

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan 
penjelasan tentang alasan dan tujuan 

Pemeriksaan; dan 

c. memberikan dokumen hasil Pemeriksaan serta 
memberikan tanggapan atau penjelasan atas 

hasil Pemeriksaan. 

Pasal 18 

  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 
Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VIII 

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU 

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA 

Bagian Kesatu 

Pemberian Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha 

Pasal 19 

  (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan 

berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif 

fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. 
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(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, 
atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau 

sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau 

diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan 
pertimbangan: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak; 

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak 

terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau 

penyebab lainnya yang terjadi bukan karena 

adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan 

untuk menghindari pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha 

mikro dan ultra mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah 
dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ 

atau 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam 

mencapai program prioritas nasional. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota 

sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah.  

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 
huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor: 

a. kesinambungan usaha Wajib Pajak; 

b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib 

Pajak terhadap perekonomian Daerah dan 

lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; 

dan/atau 

c. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota. 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku 

usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan 

kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi.  

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 

disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum 
dalam rencana pembangunan jangka menengah 

Daerah. 

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 

dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian 

proyek strategis nasional. 
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(9) Untuk mendapatkan insentif fiskal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8), pelaksana/penanggung 
jawab proyek strategis nasional selaku Wajib Pajak 

dapat mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada Wali Kota dengan dilengkapi dokumen 

persyaratan:  
a. dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan merupakan proyek strategis 

nasional dari instansi yang berwenang;  
b. fotokopi SPPT atau SK NJOP PBB-P2 terbaru;  

c. fotokopi bukti lunas pembayaran PBB-P2;  

d. fotokopi identitas Wajib Pajak;  
e. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak 

perusahaan/Badan hukum; 

f. surat kuasa dari Wajib Pajak dan identitas kuasa 
Wajib Pajak (apabila dikuasakan); 

g. fotokopi bukti kepemilikan hak 

(sertifikat/akta/surat keputusan kepala kantor 

bidang pertanahan/penunjukkan pemenang 
lelang); 

h. foto dan denah lokasi; 

i. fotokopi site plan (dalam hal proyek baru); 
j. fotokopi persetujuan Bangunan gedung/izin 

mendirikan Bangunan; dan 
k. fotokopi profil perusahaan.  

Pasal 20 

  (1) Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD 

disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam 

memberikan insentif fiskal. 

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota 
dalam memberikan insentif fiskal. 

Pasal 21 

  (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan 
permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Wali 

Kota dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk 

tujuan lain. 

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib 

Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal 
berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan 

pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (5). 

Bagian Kedua 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 

Pasal 22 

  (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak 
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dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau 

objek Pajak. 

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar 

Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. 

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang 

sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati 

Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak 
sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang 

terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, 

dan/atau kerusuhan. 

Pasal 23 

  (1) Pengecualian BPHTB bagi MBR yang memenuhi 
kriteria tertentu berdasarkan Penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan 

pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22  

ayat (1). 

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan untuk kepemilikan rumah pertama bagi 

MBR.  

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada MBR dengan kriteria tertentu. 

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada       

ayat (3) didasarkan pada besaran penghasilan. 

(5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditentukan berdasarkan:  

a. penghasilan orang perseorangan yang tidak 
kawin; atau 

b. penghasilan orang perseorangan yang kawin. 

(6) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
merupakan seluruh pendapatan bersih yang 

bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha 

sendiri. 

(7) Penghasilan orang perseorangan yang kawin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b 
merupakan seluruh pendapatan bersih yang 

bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha 

gabungan suami istri. 

(8) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau 

perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan 
perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan hanya 

berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. 

(9) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) merupakan seluruh pendapatan bersih 

yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil 

usaha sendiri. 
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Pasal 24 

  (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (4) dihitung berdasarkan kemampuan 
membayar biaya pembangunan atau perolehan 
Rumah layak huni.  

(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak 

untuk pemberian kemudahan perolehan atau 
bantuan pembangunan Rumah.  

(3) Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak 

huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum 

menggunakan:  

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau 
b. marjin komersial dan tenor tertentu.  

(4) Kemampuan membayar biaya pembangunan atau 
perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung dari:  

a. angsuran pembiayaan pembangunan atau 

perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau 
b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan 

atau perbaikan Rumah Swadaya.  

(5) Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan 

Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada      

ayat (4) huruf a menggunakan:  
a. suku bunga dan tenor tertentu; atau 

b. marjin komersial dan tenor tertentu. 

Pasal 25 

  (1) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak 

huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh 
berdasarkan: 

a. harga jual pemilikan Rumah Umum; 

b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau 
c. biaya pembangunan Rumah Swadaya. 

(2) Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. harga jual Rumah tunggal; 

b. harga jual satuan Rumah deret; dan 
c. harga jual satuan Rumah susun. 

(3) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan 
pajak pertambahan nilai. 

(4) Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan 

Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan 

batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah 
Swadaya. 

(5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung 
berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya. 
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Pasal 26 

  (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan 

pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, 

masyarakat yang memenuhi persyaratan harus 
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. berkewarganegaraan Indonesia; dan 

b. memenuhi kriteria MBR. 

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada   

ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau 

bantuan pembangunan atau perolehan Rumah, 
pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

  (1) Besaran penghasilan MBR di Daerah per bulan paling 

banyak untuk kategori tidak kawin sebesar 

Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin 

sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 
kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar 

Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). 

(2) Luas lantai paling luas 36 m2 (tiga puluh enam meter 

persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan 
Rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 

(empat puluh delapan meter persegi) untuk 

pembangunan Rumah Swadaya. 

Bagian Ketiga 

Kemudahan Perpajakan Daerah 

Pasal 28 

  (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan 
Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: 

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak; dan/atau  

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak. 

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang 
mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak 

mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat diberikan oleh Wali Kota secara jabatan 

atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang 

ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami 
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga 

Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 

pelunasan Pajak pada waktunya. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan 

oleh Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak 

yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. 

(6) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: 

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau 

masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak 

dan/atau masa angsuran atau lamanya 
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau  

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran 
atau penundaan sebagaimana dimaksud pada      

ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan 

untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 

(8) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga 

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari 

jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 

bulan. 

(9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (4) meliputi: 

a. bencana alam;  
b. kebakaran;  

c. kerusuhan massal atau huru-hara;  

d. wabah penyakit; dan/atau  
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali 

Kota. 

BAB IX 

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN  

Pasal 29 

  (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Wali Kota dapat 
melakukan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 

atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan. 
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(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Wali Kota menindaklanjuti permohonan tersebut 

dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan 

Wajib Pajak. 

(4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Wali Kota dapat meminta data, 

informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan. 

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Wali Kota wajib menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

sejak tanggal surat permohonan pembetulan 

diterima. 

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) berisi keputusan berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang 

dapat berupa menambahkan, mengurangkan, 
atau menghapuskan jumlah Pajak yang 

Terutang, maupun sanksi administratif berupa 

bunga, denda, dan kenaikan Pajak;  
b. membatalkan hasil Pemeriksaan maupun 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 

dengan tata cara yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

BAB X 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 30 

  (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali 

Kota. 

(2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak 
memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Pajak dianggap 

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, 

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya. 
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota 
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma 

enam persen) per bulan atas keterlambatan 

pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

  Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 

2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 32 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung. 

 

Ditetapkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 27 Desember 2024 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 

 

Cap/dto 
 

 

EVA DWIANA 
 

Diundangkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 27 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, 

 

Cap/dto 

 
IWAN GUNAWAN 

 
BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 52 


